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        BUPATI   TABANAN
          PERATURAN     BUPATI   TABANAN

     NOMOR   1    TAHUN  2013
      TENTANG
                 PEMBERIAN  SANTUNAN  KEMATIAN  BAGI  PENDUDUK

         KABUPATEN  TABANAN
             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

           BUPATI TABANAN, 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat    dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status Hukum/pribadi penduduk WNI pemegang KK dan KTP di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu mendapatkan santunan kematian;
                         
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 dan Pasal 61 ayat(2)  Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai santunan kematian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;


c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;  
Mengingat    :    
1. 
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi           Kependudukan       (Lembaran       Negara   Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 ); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 ); 
10. Peratutan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor  10   Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor  26   , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomo 26 ).
MEMUTUSKAN   :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2.Bupati adalah Bupati Tabanan.

3.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

4.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah sebagai bukti diri yang diterbitkankan oleh Dinas     Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

6..Santunan Kematian yang selanjutnya disebut santunan adalah santunan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan  kepada setiap penduduk Kabupaten Tabanan yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Kabupaten Tabanan seperti KK dan KTP  dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwewenang untuk itu.

BAB II
PENDUDUK YANG MEMPEROLEH SANTUNAN
Pasal 2
Penduduk yang memperoleh santunan kematian adalah :

a. Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Tabanan, atau telah tinggal menetap sekurang kurangnya selama 1 (satu) Tahun di Daerah Kabupaten Tabanan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. Penduduk WNI telah memiliki  KTP Kabupaten Tabanan yang masih berlaku serta terdaftar dalam KK; dan
c. Besarnya santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang kematian.
BAB III 

TATA  CARA   MEMPEROLEH  SANTUNAN
Pasal 3
Tata cara dan persyaratan memperoleh santunan sebagai berikut :

a. Penduduk WNI melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, melalui Desa dan Kecamatan dengan membawa persyaratan:

1. Surat Keterangan Meninggal, dengan membawa surat pengantar dari Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan dengan diketahui Perbekel dan Camat; 

serta diketahui oleh 2 (dua) orang saksi
2. Menunjukkan  KK dan KTP, dan menyerahkan Photo Copynya 

3.  Surat kuasa/Surat Pernyataan ahli waris.

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk :
1. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen;
2. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
3. Mencatatnya, dalam buku catatan Peristiwa Penting Kependudukan; dan
4. Menerbitan surat permohonan pembayaran santunan bagi penduduk Kabupaten Tabanan kepada Bupati Tabanan up. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
c. Santunan bagi penduduk Kabupaten Tabanan dibayarkan jika diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; dan     
d. Bagi yang lahir langsung meninggal tidak diberikan santunan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Dalam hal penduduk WNI yang berhak memperoleh Santunan tidak mengurus santunan Kematian untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka tidak akan memperoleh pelayanan santunan kematian.
Pasal 5
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku sejak  1 Januari 2013 . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal  2 Januari 2013
BUPATI  TABANAN,

                                                                   NI PUTU EKA WIRYASTUTI.
Diundangkan di Tabanan 
pada tanggal  2  Januari  2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

            I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA.

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR  1

       BUPATI   TABANAN

          PERATURAN     BUPATI   TABANAN

     NOMOR   20   TAHUN  2013
      TENTANG

       PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013    TENTANG   PEMBERIAN  SANTUNAN  KEMATIAN  BAGI  PENDUDUK    KABUPATEN  TABANAN

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

           BUPATI TABANAN, 

	Menimbang
	:


	a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat    dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status Hukum/pribadi penduduk WNI pemegang KK dan KTP di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu mendapatkan santunan kematian;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 dan Pasal 61 ayat(2)  Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai santunan kematian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;  



	Menimbang
	:
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi           Kependudukan       (Lembaran       Negara   Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 ); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor  10   Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013  (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor  26 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomo 26 ).


MEMUTUSKAN   :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013    TENTANG   PEMBERIAN  SANTUNAN  KEMATIAN  BAGI  PENDUDUK     KABUPATEN  TABANAN


Pasal I


Merubah ketentuan Pasal 3 huruf a yang selanjutnya dibaca sebagai berikut 






            Pasal 3

                         Tata cara dan persyaratan memperoleh santunan sebagai berikut :         

     a.  Penduduk WNI melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Tabanan melalui Desa dan Kecamatan dengan membawa persyaratan :

1. Surat Pernyataan Meninggal, dengan membawa surat pengantar    dari  Kelihan Banjar Dinas/Kelian Banjar Adat Desa Pekraman dengan diketahui Perbekel dan Camat;serta diketahui oleh 2 (dua) orang saksi
2. Melampirkan KK/KTP asli almarhum/Surat keterangan telah  merekam E-KTP  dan menyerahkan Photo Copynya 

3.  Surat kuasa/Surat Pernyataan ahli waris/Pihak lain yang Berhak dan ber KTP di Kabupaten Tabanan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
4. Bagi penduduk yang masih dibawah umur dan belum memiliki KTP melampirkan KK asli dan Foto copynya

5. Melampirkan foto copy rekening BPD atas nama Ahli waris.






Pasal II

                       Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal  28  Pebruari  2013
BUPATI  TABANAN,

                                                                        NI PUTU EKA WIRYASTUTI.

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal  1 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

            I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA.

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR  15
       
        BUPATI   TABANAN

          PERATURAN     BUPATI   TABANAN

     NOMOR   35   TAHUN  2013
      TENTANG

       PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 1 TAHUN 2013    TENTANG   PEMBERIAN  SANTUNAN  KEMATIAN  BAGI  PENDUDUK    KABUPATEN  TABANAN

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

           BUPATI TABANAN, 

	Menimbang   :
	a.
	bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat      dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status Hukum/pribadi penduduk WNI pemegang KK dan KTP di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu mendapatkan santunan kematian;

	
	b.
	bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 dan Pasal 61 ayat(2)     Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai santunan kematian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

	Mengingat     :

	1.
2.
	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	Menetapkan  :
	3.
4..
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.


	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi           Kependudukan       (Lembaran       Negara   Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 ); Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 ); 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor  10   Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013  (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor  26 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomo 26 ).

MEMUTUSKAN   :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013    TENTANG   PEMBERIAN  SANTUNAN  KEMATIAN  BAGI  PENDUDUK     KABUPATEN  TABANAN


	
	a.
1.

2.

3.

4.

5.

(1).
(2).
	Pasal I

  Merubah ketentuan Pasal 3 huruf a dan penambahan ayat pada Pasal 5yang selanjutnya dibaca sebagai berikut

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan memperoleh santunan sebagai berikut :         
Penduduk WNI melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan melalui Desa dan Kecamatan dengan membawa persyaratan :

Surat Pernyataan Meninggal, dengan membawa surat pengantar    dari Kelihan Banjar Dinas/Kelian Banjar Adat Desa Pekraman dengan diketahui Perbekel dan Camat.
 Melampirkan foto copy KK/KTP  almarhum/Surat keterangan telah  merekam E-KTP/Surat Keterangan indentitas diri lainnya. 

 Surat kuasa/Surat Pernyataan ahli waris/Pihak lain yang berhak  dengan diketahui oleh Perbekel dan Camat.

Bagi penduduk yang masih dibawah umur dan belum memiliki KTP   melampirkan    foto  copy  KK nya.

Melampirkan foto copy rekening BPD atas Nama Ahli waris, semua  persyaratan dibuat dalam rangkap 4 (empat)
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan. 

Proses penyaluran Belanja Tidak Terduga  Santunan Kematian (Santimas) kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh ) penerima yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPP/SPM/SP2D,..

Pasal II

 PerPeraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan

	
	
	

	
	
	


              
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati   ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal   2  Mei   2013
BUPATI  TABANAN,

                                                                          NI PUTU EKA WIRYASTUTI.

Diundangkan di Tabanan 

        pada tanggal  

      SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

            I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA.

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR  

	Menimbang
	:


	a.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat      dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status Hukum/pribadi penduduk WNI pemegang KK dan KTP di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu mendapatkan santunan kematian;

b.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 dan Pasal 61 ayat(2)     Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, maka pengaturan mengenai santunan kematian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;



	Menimbang
	:
	1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi           Kependudukan       (Lembaran       Negara   Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

9.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 ); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 ); 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor  10   Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013  (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor  26 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomo 26 ).


                    MEMUTUSKAN   :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013    TENTANG   PEMBERIAN  SANTUNAN  KEMATIAN  BAGI  PENDUDUK     KABUPATEN  TABANAN


Pasal I

                                     Merubah ketentuan Pasal 3 huruf a yang selanjutnya dibaca sebagai    berikut 







            Pasal 3

                                   Tata cara dan persyaratan memperoleh santunan sebagai berikut :         

     a. Penduduk WNI melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan melalui Desa dan Kecamatan dengan membawa persyaratan :

1.Surat Pernyataan Meninggal, dengan membawa surat pengantar    dari Kelihan Banjar Dinas/Kelian Banjar Adat Desa Pekraman dengan diketahui Perbekel dan Camat;serta diketahui oleh 2 (dua) orang saksi
 2.Melampirkan foto copy KK/KTP  almarhum/Surat keterangan telah  merekam E-KTP/Surat Keterangan indentitas diri lainnya. 

  3.Surat kuasa/Surat Pernyataan ahli waris/Pihak lain yang berhak  dengan diketahui oleh Perbekel dan Camat.

  4.Bagi penduduk yang masih dibawah umur dan belum memiliki KTP   melampirkan    foto  copy  KK nya.
                                         5. Melampirkan foto copy rekening BPD atas Nama Ahli waris, semua  persyaratan dibuat dalam rangkap 4 (empat)






Pasal 5
        


Menambah ketentuan Pasal 5 yang selanjutnya dibaca sebagai berikut  :

(2) Proses penyaluran Belanja Tidak Terduga  Santunan Kematian (Santimas) kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh ) penerima yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPP/SPM/SP2D,..






           Pasal II

                              Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan
                       Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati   ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal   2  Mei   2013
BUPATI  TABANAN,

                                                                         NI PUTU EKA WIRYASTUTI.

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal  2  Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

            I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA.

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR  
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